NOMOR 181 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBEERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TEANAWIYAH DARUL FALAH KABUPATEN PONOROGO
PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPTFELIK INDONESIA,

Menimbang ‘g bahwa dalam rangksy meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarskat melalui organisasi berbadan hukum  untuk
menvelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan; i

b. bahwa masa berlaku izin operasionalpendinan madmasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
huabris; -

¢. bahwa madrasah sebapgsimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ind telah memenuhi persyaratan perpaniangan izin
pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pegtimbangan sebegaimana dimaksud
dalam huruf & hural b dan huraf e, perit menetapkan
Keputusan Menterd Agama Republic Indonesia tentang
Perpanjengan  [ein = Pendirian/Operasional  MADRASAH
TSANAWIYAH DARUL FALAH KABUPATEN PONOROGO
Provinsi Jawa Timur, °
Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Penddidikan Nasional (Lembaran Mepara Republik [ndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah domoer 19 Tahun 2005 tentang Standar
; Nasional Pendidikan [Lembarun Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 41, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Momor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah™ Momor 13 Tahun 2015  tentang
Perubahan Hedua Atas Peraluran Pemerintak Nomor 1%
Tahun P05 tentang Standar Nasienal Pendidikan [Lembarsn
Negura Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemenntali MNomor S8 Tabhun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4364);,
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Peraturan Pemerintgh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Peryele Pendidikan  (Lembaran
Hmmﬂt'pq_lhlik fndonesia Tahun 2010 Momwor 23, Tambahan
Lembaran MNegarn  Republik  Indonesia  Nomar 51509
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubshan Atas Perafuran
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5157}

Peraturan Menteri Peadidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Samana dan Prasarana Untuk Sekolah

TasarfMadrasah Ibtidaiyak, Sekolah Menengah
Pertama/ Macdrasah Taqnnwi:ru]:. dan Sekalah Mencngah
Atas/Madrasah Mij'u]];

Peraturen Menteri Pendidikan Nasional Nomwor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan  Minimal — Pendidikan di
Kabupaten Kotn sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kehudayaan Nomor 23 Tabun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidilkan
Masional Nomar 15 Tabun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidilkan Jdi Kabupsten Kot

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Peodidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Keputusan Direkiur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknids Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Keputusan Direkiur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5883
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirdan Madrasah, Penecbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Penddirin Madrasah Karena Hilang, dan Pencrbdtan Surat
Keterangan Kerusakan: Dokumen lzin Pendirian Madmsah;

s Bebpmendasi  dari  Kepaln Kanfor Kemenferian

ABATISL
KARUPATEN PONOROGO. Momor : Kd.15.2/2/PP.00/ 123572016
Tanggal 27 April 2016;

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN | OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUL
FALAH KABUPATEN PONOROGO PROVINST JAWA TRIUR.

: Memberikan p-tq:la.l'!.inngllh izim pand_lnianfnprmﬁimml ma:irluh

kepada madrasah scbagaimana tercanium dalam Lampiran yang
merupakan hagian tidak terpisphian dari Keputusan i,



HEDLTA : Pemberian zin aperasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEESATU dapat dicabut ‘apabila madrasah yang bersangkutan
melbkukan pelanggaran  sesual dengan  kelenluan  peraianan
perundang-undanpan;

[

KETIGOA ¢ Keputusan ind mulal berlaku pida tanggal ditctapkan.

Ditetagkan di Sidoaro
pada [4 Januard 2017




